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ABSTRAK 

 

 Lingkungan hidup dan manusia adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. 

Sehingga keduanya memiliki keterkaitan yang ditunjukkan melalui kelestarian 

lingkungan yang menjadi tujuan dari para pejuang lingkungan. Indonesia memiliki 

peraturan terkait pemenuhan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang diatur 

dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 9 

ayat (3) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan 

Pasal 65 dan Pasal 66 UU PPLH. Pada kenyatannya, DPR RI justru mengesahkan 

UU Minerba yang didalamnya terdapat Pasal yang memiliki potensi untuk 

mengkriminalisasi para masyarakat pejuang lingkungan itu sendiri. Hal ini menjadi 

rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni implikasi Pasal 162 UU Minerba 

terhadap pemenuhan hak dan perlindungan masyarakat pejuang lingkungan hidup 

di Indonesia, serta bentuk pemenuhan hak dan perlindungan masyarakat pejuang 

lingkungan hidup yang seharusnya dilakukan kedepannya. 

 Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 

normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Pengumpulan data 

menggunakan studi kepustakaan dan wawancara dengan mengumpulkan data 

sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan 

hukum tersier. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa implikasi Pasal 162 UU Minerba 

terhadap pemenuhan hak dan perlindungan masyarakat pejuang lingkungan hidup 

di Indonesia, yakni terdapat persoalan hukum UU Minerba dalam pengelolaan 

lingkungan hidup di Indonesia, persoalan hukum tersebut menimbulkan suatu 

inkonsistensi pengaturan perlindungan pejuang lingkungan hidup yang diatur 

dalam Pasal 66 UU PPLH, akibatnya ada kecenderungan bertambahnya 

kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan dalam kasus minerba di Indonesia. 

Mengenai perlindungan masyarakat pejuang lingkungan hidup, dilihat secara 

internasional, bahwa keberadaan pejuang lingkungan hidup telah diakui oleh PBB 

sebagai pembela dari hak asasi manusia dengan ditetapkannya Deklarasi PBB 

tentang Pembela Hak Asasi Manusia. Melihat hal ini Indonesia seharusnya 

mengutamakan adanya kepastian hukum yang digunakan untuk memenuhi hak dan 

perlindungan terhadap masyarakat pejuang lingkungan hidup di Indonesia. Hal ini 

dikarenakan peraturan yang dimiliki oleh Indonesia pada masa sekarang yaitu Pasal 

66 UUPLH justru mengalami ambiguitas hukum dengan adanya Pasal 162 UU 

Minerba.  
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